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ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu menyelesaikan masalah
penambangan emas tanpa izin yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Karena
menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup
manusia dan ekosistim disekitarnya. Jaringan kerjasama multi aktor diharapkan dapat
memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah
dalam meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan
memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui
dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanggulaan Penambangan Emas Tanpa lzin di
Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Untuk membuat Model Implementasi Kebijakan dalam
Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa lIzin di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang ditunjukan untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai
acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah
case study atau studi kasus. Hasil penelitian menumakan Identifikasi dalam konteks ekonomi
politik. Legalitas dan aturan pertambangan yang tidak jelas menyebabkan terjadinya
pertambangan emas tanpa izin dan di dukung dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah.
Management stakeholder masih di dominasi peran pemerintah sedangkan dalam peran aktor
lainnya belum ada keseimbangan terutama masyarakat dalam upaya pendekatan persuasif. Joint
visioning pemerintah daerah sebagai fasilitator jaringan belum sepenuhnya langsung mengawasi
pelaksanaan kebijakan sebelum kebijakan di mulai maupun setelah kebijakan dilaksanakan.
Koordinasi dalam jaringan kebijakan publik belum menjadi fokus dalam policy network theory
sehingga menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Penambangan, Emas, Kebijakan, Kuantan Singingi
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GLOSSORY

Penambangan emas tanpa izin Usaha pertambangan skala kecil (terutama
untuk bahan galian emas) dikenal sebagai pertambangan emas tanpa izin
atau yang cenderung terutama menimbulkan kerusakan lingkungan
Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan
tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat

bahan galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin
hajat hidup orang banyak; Contoh bahan galian vital adalah besi,
mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak

Alat untuk penambangan emas di sungai, berfungsi menyedot pasir dari
dasar sungai, selanjutnya butiran emas akan dipisahkan dari butiran pasir
dengan menggunakan merkuri.

Izin usaha pertambangan adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi
kelayakan

Izin usaha pertambangan khusus yaitu izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kellayakan di wilayah pertambangan khusus

Izin pertambangan rakyat vyaitu izin usaha melaksanakan usaha
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah
dan investasi terbatas

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)

disebut surat izin pertambangan batuan

disebut izin penugasan;

disebut I1zin Pengangkutan dan Penjualan;

disebut izin usaha jasa pertambangan

disebut izin usaha pertambangan Penjualan

New public service menenmpatkan masyarakat sebagai pemilik
kedaulatan (citizen)

New public management sistim manajemen pemerintahan yang baru
dengan pendekatan bisnis

bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama

Old public administration pradigma administrasi publik dimana
pemerintah terjun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara efektif dan efisien dalam sistim tertutup

pemanfaat/ pengguna program

Suatu sistem mengandung arti adanya tatanan ekonomi politik yang
dibangun di atas asas yang khas dengan unit-unit yang saling terhubung
dan terpadu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan

visi bersama
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